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Sumber daya atam merupakan kamnia Tuhan Yang Mnha Esa bagi bangsa dan 
rakyat Indonesia yang tak ternilai harganya. Sumber daya alam merniliki 
kedudukan. fungsi dan perm nyata selain bagi kehidupan dan penghidupan bangs  
dan rakyat Indonesia. juga bagi inasyarakat internasiond. Selain itu, sumberdaya 
alam yang dapat memperbarui diri, selama pemanfaalannya tidak melampaui batas 
kritis daya pulihnya, manfaat g~ndanya akan terus mengalir bagi daya dukung 
kehidupan. 

Dewasa ini, sumber daya alam barn sebagian kecil yang telah diketahui 
mdaatnya. Sebagian besar jenis flora, fauna dan mikroorganisme masi h bclum 
diketahui kedudukan. fungsi dan perannya dalam sistern kehidupan. Namun, 
tingkat pemanfantan sulnber daya alam sudah sedemikian intensif atau bahkan 
telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan penurunan fungsinya sebagai daya 
dukung kehidupan. Apabila ha1 ini berlanj ut. maka kelestarian sumber adaya alam 
dah fungsinya secara keseluruhan akan terancarn. Hal ini akan menyebabkan 
hilangnya nilai sumber daya alaln bagi kesejahteraan generasi masa mendatang, 
yang akan memiliki potensi yang lebih besar untuk &pat memanfaatkan kekayaan 
alam dan potensiny a. sejalan dengan meningkat t~ya kemajuan &lam bidang iImu 
pngetahuan dan teknologi. 

Sun1 ber daya a1am memegang peranan pent ing dalam meningkatkan 
pendapam. menciptnkan kesempatan kerja. menghasilkan devisa dan dalam 
merrghasilkan bahan bnku industri . Namun. rna~ltaat ekonorni tersehut di rasakar~ 
belum optimal dan belum menciptakan rasa keadilan. Sebagian besar manfaat 
ekonomj baru pads pemanfaatan komodi ti sebagrti hasil utama. Padaha!, sumber 
daya aIam sebagai suatu ekosistem memiliki ni fai ekonomi yang bukan hanya 
terdiri atas komoditinya saja. 

Pemanfaatan sumber daya nlani selama ini k l u m  memenuhi asas keadilan 
sebagaimana diperlihatkon oleh keberadaan sebagian besar masyarakat di dalam 
dan di sekitar Iokasi sumbcr daya alam yang masih hidup dalam keterbelakangan 
dan kerniskinan. Si tuasi ini merupakan pencerminan bahwa sumber day a alam 
k lum menjadi sumber dayn bagi masyarakat setempat. Di pihak lain terjadi 
sekelornpok masyarakal yang kesejahteraannya meningkat sebagai hasil dari 
pernanfaatan sumber day a alarn. Kesenjangan ini telah memicu d m  memacu 
hidupnya sunsana yang tidnk sejalan dengan kondisi yang diperluka~~ untuk 
terselenggaranya pengumsan. pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alnn~ 
yang dapat menjarnin ketserlanj utaimya. Hal ini merupnkan suatu tantangan bagi 
pengelolaan sumber daya alatn pada era mendatang dimana sumber daya alam 
memegang peranan strotegis dnlam meny unr bangkan kontri btrsitlya untuk 
rneningkatkan ken~ampuan ekonomi rakya~ yang sekaligiis pula memperkua~ 
ekonorni wilayah dan ekonomi nasional . 
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Pengertian e konomi rakyai tidak berarti bahwa pelaku ekonomUa 
dipeltentanban, misalnyd, antara pelaku ekonomi skala keci l dengan skufa besar. 
Pengertian ekonami rakyat mencakup keseluruhan ekonomi rakyat Indonesia 
dalam satu kesatuan. Namun. &am mata mtai kesatuan ekonami rakyat tersebut. 
kelompok usrtha keckl dan tradisional rnerupakan mata ranmi yang paling Icmah. 
Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat berarti pemberdayaan bagi ma& 
rantai ekonomi yang terlemah, yairu kelompok usaha kecil dm tradisional 
tersebut. Hal ini bukan suatu tindakan diskriminat if. melainkan lebih merupakan 
manat kostitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pawl 33 Undang-undang Dasar 

Pennasalahan Iingkungan hidup j uga rnenjadi pernasalahan utarna y ang 
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam selama ini. Hal rersebut 
mencakup damp& pemanfaatm sumber dnya alam terhadap proses terjadinya 
kepunahan, h i k  datam bentuk tingkat kepunahan &asistern, jenis atau tingkat 
kepunahan plasma nutfah. Apabila proses ini tidak dapat diranggulangi, maka 
kexmpatan baagsa dan rakyat Indonesia untuk dapat memperoleh manfaat dari 
kekayaan yang dilcandung di dalam sumber daya alam a h  hilang. Setanjutnya. 
kesdahan dalam praktek-prakrek pengellalaan sumber daya alam juga dapat 
berdampak negatif terhadap lingkungan yang jaub berada d i luar kawasan di rnana 
kerusakan terjadi. bahkan dapar menganm kual i tas lingkungan global. 

Oleh karena itu. sumber daya alam hams dimanfaatkan wara arif dm 
bijaksana serta hertanggung jawab. Pemanfaatan sumber dayrl alam di Indonesia 
hams menjamin keserstsian, keselarasan d m  keseimbangan baik antara manusia 
dengan Tuhan pnciptmya, anram manusia dengan rnasyarakamya maupun antarn 
manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan datam 
pengelolaan surnber daya alarn. 

Peagelolaan dan Usaha Pemanfaa b n  SDA 

Permasalahannya adnlah pengelohan sumber daya alam merupakan ha1 yang 
sangat kompleks. Luas dan ragamnya sumber daya alam menyebabkan biaya. 
tenaga, serta prasarana dan sarana untuk dapat melakukan pernantauan. 
pengawasan, pengendalim. perlindungan, rehabi! itasi dan peman faatan sumber 
daya alm yang sangat besar. Keanekaragaman sumber dtlya dam dan 
ekosistemnya &an memerlukan mang lingkup pengelolarzn surnkr daya alam 
yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan kondisi dimana hanya satu alau dua 
jenis komoditi surnber daya alwm yang ditangani. 

Dengan adanya karakteristik yang melekat dengan swnber daya alam di atas. 
pengelolm kawasan produksiibudidaya, wa~au~un~motivasi dan tujuan utalnanyn 
adalah untuk memperoleh manfaat ekonorni dan finansiaI secara langsung dari 
adanya pmanfarttan sumber daya dam, tidaklah &an Iayak secara ekonomi 
apabila kelestarian, Fungsi pokok. dan ekosistemnya hams dijamin secara utuh. 
Hal tersebut terlebih lagi apabila fungsi sosial juga menjadi tanggung jawab 
insf itusi ekonorni yany tujuan utamanya untuk memperoleh laba. Namun. akan 
berbeda halnya apabiln yang diusahakan itu terbatas pada komodit i-komodi ti  
tertentu yang sudah tersedin paser serta reknologi pmanfaatannya. Oleh kwena 
itu, perlu ditemkan inti perbedam antara ~ngelolaan kawasan sumber daya alanl 
denaan usaha pemanfaatan sumber dava alarn. sehingga dapat diidenti fikasi 
institusi yang sesuai untuk masing-masing tugas tersehut. 



Dipandang dari sudut tujuannya, pengelolaan kawasan sumber daya alam jauh 
lebib luas daripada usaha pemanfaatau sumber daya alam. S e c m  urnum dapat 
dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan kawasan sumber daya a l m  adafah untuk 
memperoleh manfaat yang optimd dipandmg dari sudut ekonomi, sosiaI dan 
lhgkungan hidup secara simsdtan. Dalam gandangan ini sumber daya alam h m  
dilihat S a r a  utuh, bukan kornoditi atau sdah satu hasilnya @a, yaitu sebagai 
satu kesatuan ekwistem. Man faat optimal terse bu t tidak teqm tung apakah 
kondisi pasar ssdang baik atau sebaliknya. Oleh k a n a  itu, pengeloiaan kawam 
sumber daya darn tetap hams dijalankan, tidak memandmg apakah kondisi pasar 
sedang baik atau tidak. Usaha pemanfaatan sumber daya alam tidak demikian 
halnya. Suatu usaha hams ietap berlandaskan akan keutungan atau laba. sebab 
kaIau ti& begitu, bukan hanya pelaku usaha yang bersangkutan akan merugj. 
tetapi seem keseluruhan perekonomian juga merugi. OIeh k n a  itu, diperlukan 
dua kntuk insti tusi yang berbeda yaitu (a). institusi untuk melaksanakan 
pengelolam kawasan surnber daya alam yang Ie bi h berorientasi p d a  pencapaian 
efektifitas pelaksanaan dengan meminirnalkan pembiayaannya dan (b). institusi 
sebagai plaku &a pemanfaatan sumkr daya alam yang lebih berorientasi pada 
perolehan laba dm nilai tambah usahanya. Den@ demikian masing-masing 
insti tusi pel& u dapat menyumbangkan peram ya sesuai dengan Fungsin ya masing- 
masing, 

Untuk kawasan lindung jelas t u j w  utamanya adalah b&an untuk 
memperoleh manfaat ekon~mi secara langsung. Manfaat dari kawasan-kawasan 
tersebu t addah untu k rneningkat kan kemarnpuan ekosistem sebagai pnyangga 
sistem kehidupn. Kawasan-kawasan dengan fungsi tersebut juga dapat b e d a  
dalam penguasaan hak milik. Oleh karena i tu, peranserta masyarakat menjadi ha1 
yang harus diutamakan. 

Atas dasar pmikimn di atas, pengelolaan sumber daya alam perlu dipandang 
sebagai suah~ sistern yaw krsangkut paut dengan sumber daya alam. kawasm 
sumber daya alam, kornoditi yang di hasi lkann ya. manusia dan rnasyamkat serta 
pengurusannya. Manusia dan m a s y d t  sebegai sumber dinamika perubahan 
prlu menjadi inti dalam proses pengelolaan sumber daya alarn. Manusia dan 
masyarakat perlu rnembangun pranata dan kelembagaan serta organisasi yang 
mampu mengatur a tau mengendal i kan sal ing h u bungan antar manusia d m  
masyaraka! terhadap sumhr daya alm. Pengaturan atau pengendalian tersebu~ 
h a m  mampu mewujudkan prilaku para pihak yang terkait dengan sumber daya 
dam sejalan dengan luntutan keberadaan dan keleslarian fungsi swber daya alam 
bagi sebesar-kmrnya kemakmuran rakyat. 

Ha k Penguasaan 

Mah atu  pranata sosial yang sangat penting adalah institusi kepemilikan. 
Kepemilikan ini meruphn  sumber kekuatan yang mengaiur hak dan kewajiban 
serta tanggungjawab terhadap sumber daya elam. Hubungan individu atau 
masyarakat dengan individu atau rnasyatakat lainnya terhadap sumber daya alam 
merupakan hasil evol usi sosial-budaya yang lama. Dalam hubungan ini. ~a l i tas  
menunj ulikan bahwa di lingkungan budaya Indonesia terdapat tiga golongan besar 
bentuk hak kepemilikan, yaitu hak milik, hak adat. hak pemanfaatan dan hak 
kelala. Adanya realitas ini perlu dipandany sebagai modal sosial dalam 
penge loh  sumber daya alam di Indonesia. 



Sdaib merupakan realitas sosial. diundangkannya hak adat setm derlgan hak- 
M hinnya merupakan Iegitimasi hukum untuk Iebih memperoleh dukungan 
rang sebew-ksamyrr diui masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang 
M a  di sekItar dan di U a m  kawasan saber daya aim. Selain dukungm 
&mebut sangat diperlukan untuk mewuj- pngelolaom m b e r  daya alam 
-yensg memenuhi mas k d i l a n .  keterbukaan, keierpadw, dan kelesmian, juga 
d dengan kebutuhan pengelolm sumber daya alam yang lebih 
krorientasih pada kekuatan ymg behasis pada kekmtan ekbnomi rakyat. 
Kedekaian huhgan batin antam r n a s y d  adat dm lamunitas lohl dengan 
sumber daya slam, mempakan kekuatan untuk tingginya rasa kepemilikan (sense 
of belwging) dari masymkar terhadap sumber day a dm, sehingga masyarakat 
dengan sendirinya alum 'trertanggungjawab dan meajaga s u m k  daya alamnya. 
Masymkat &at yang d i m b u d  adalah masynrakat y q ,  antara lain, masih 
menjdmkn perad it an adatnya dm memi l iki wilayah ymg batas-f>absnya jelas 
dm diakui. 

Kawasan sumkr dam dam. baik di dahm kawasan hak rnilik, hak adat, hak 
pemanfaatan rnaupun. hak keloIa &pat k a d a  pa& k a w m  sumkr daya alam 
yang mempuuyai fun& pokok sebagai kawasan produksilbudidaya mupun 
hwasan Iindung. PendAtan irri memungkinkan untuk menempkan pmgelolm 
smkr daya dam pula wluruh kawasan baik menurut kepmilikannya maupun 
menurut funpinya. Dengan wdanya ketegslsan h& kepemilikan, d a  %lain hak, 
kewajiban dan tanggung jamb menjadi jeias, juga manbuka peluang agar 
penyelenggamm, pengurusan dan pengelolan sumber day a alam dilaksanakasl 
seam lebih utuh dm tesgadu. Apa bi la p e n g u m  dan pengeioiaan sum btr daya 
dam itu hmya menyangkut kepemilikan tertentu, maka kcpemilikan lainnya dapat 
Serabailcan. hngan gendekiitan blistik di atas, was ketepduarr dapat dipenuhi 
dm pdensi pengembangan sumkr daya alam akan lebih berkembang. 
Pertindungan k b d a p  h g s i  sumber daya alam tersebut dilandasi oleh 
kkrjan y a mekmisme insenli f da lm menggerakkan pemmerta mas yarakat , 
bukan melalui mobijisasi masst. Hal ini wgat  penling ddam upaya memenuhi 
k e b u t h  daya dukung kehidupan maupufi pemanbtan komoditi dari s u m k  
daya alam pada era rnendatang, Oleh hrena itu diperlukan peodekatan 
pengelolaan sumber daya abm yang martlpu rnengatasi pernasalahan- 
pemsalahm tersebut. 

Fenydenggaman Pengelolaan SDA 

h l a m  Undang-undang ini penyelenggwm pengelolm sum ber day a alam 
dilakukan mdalui inventarisasi, penetapan Irawasan, pengembangan keIembagmn, 
perencanaan, penday a-guman. perlindungan dan plestarian, pengenda t im dan 
pengawasan, s a w  pemantauan dan evaluasi. Untuk pertama la1 inya, penetapan 
kawasan dm pengembangan kelmbagam diretapkm oleh Presiden untuk tujuh 
wilayah di Indonesia. Ketujuh wilyah tersebut yaitu Sumatera. Jawa, Bali dm 
Nusa Tenggam, Kalirnantan, Sulawesi, Mdtlku Papua. Badan Pengelolaoln 
Ka- Sumkr Daya AIam di tujub wilayah tersebut rnenyelesikan prakondisi 
peIaksanaan pengelolaap sum be^ daya alam untuk mmstikan di satu sisi tidak 
terjadinya kanflik pemanfaatnn sumber daya alm. dm di sisi lain dwpat 
digunakanriya daya dukung dan daya tampung sebagai pengendali pemanfmtan 
s u n k  daye alam. Prakondisi tersebut berupa orpnisasi. data, infcrrmasi, peta, 
renuma, maupun rancang bangun prgdalaan sunher dayit alam. Badan ini juga 
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m p u n y a i  tugas untuk mendorong terbentuknya Sub Pengelolaan Kawasan 
'SumMaya Alam. Sub Pengelolaan ini &pat dibentuk pmerintah daervdh dan 
mu masyarakat secara sukarel a. 

K d u a  kmbaga di ats. diharapkan mempuyai infomasi uuiuk menetapkan 
p o ~ i  dan lokasi sumkr daya alsm, pencadanwu dan perwinfaatan sumber daya 
a h ,  daya dukung dm daya tmpung sumber daya dam, kepastian hak-hak atas 
m b e r  daya alam. wrfa prosedur dan mekanisme penyeledan konflik 
pengelolm sumkr daya alm. Informasi ini dapt dipergunakan untuk 
~ ~ a k u k a n  revisi tata mng baik &Iam skala kabupten, pmpinsi. rnaupun 
Irasional. Dengan demikian, kedm lembaga di atas lebih mempakan orgnnisasi 
berbasis pengetahuan. 

Peran dan h g s i  pmerintah maupun pemeriutah d a d  tetap bertumpu pada 
peraturan-prundangan yang berlaku, terutama herperan dalam pemberian dan 
penempan perijinan pemanfaa tan sumbwdaya alam. Hanya mja penetapan 
prijinm tersebut wajib mmperhatikan perenCanaan yang telah dibuat oleh Badan 
Pengelda Kawasan Sumber Daya Alam atau Sub Badan Pengelalw K a m  
S~mber Daya Alarn. Untuk menghiridari keterlanjm penetapan perijinm 
pemanfaam sumberdaya Jam yang meiampuai daya dukung maupun terdapat 
senbeta hak yang belum terselesaikan, irlstansi yang berwenang dilarang 
menetapkan perijinan pemanfaatan sumber daya alam, sebelum rencana 
pgelolaan smberdaya alarn ditetapkan. 

Bentuk Bsdsa Pengelola Kawasala SDA 

Pengelolaan kawasan sum ber daya alam n~erupakan proses pembinaan sumber 
daya alam sebelum komoditasnya, baik ben~pa benda hayati. benda nonhayati atau 
jasa diperoleh. Art iny a. pengelolaan sumber dnya alam berurusan dengan sumber 
daya alam baik sebagai kekayaan, sumber daya maupun potensinya. Oleh karena 
itu hasil dari suatu pengetolaan kawasan sumber daya alam odalah terpeliharanya 
atau bahkan ineningkatnya kapasitas. prodriktivitas dan kualitas sumber daya 
alam, potensi atau kekayaan sunlber daya dam. Knpasitas. produktivitas dan 
kualitas sumkr day a alain ini merupakan modal bagi berlangsungny a alirar~ 
manfaat sumber day a alam sesuai dengan fungssi pkokny a secara berkelanjuran. 
Mengingat upaya mempertahankan atau meningkatkan kapasitas, produkt ivi tas 
dan kuaIitas sumber daya almn ini merupakan kegiatan jangka panjal-tg dan 
sebagian besar wujud manfaatnya bersifat publik serta terdapatnya unsur-unsur 
sumber daya alam yang memerlukan biaya pengelolaan yang tinggi, maka upaya 
ini tidak sejalan dengan kondisi yang diperlukan untuk menarik dunia usaha 
melakukan investasi di bidang ini. 

Di pihak lain, institusi pemerintah pun kurang sesuai untuk menjalankan 
akt ifitas yang langsung secara fisik berurusan dengan kegiaran riil pengelolaan 
kawasan sumber daya alam. Selaiu akan rnemperbesar dan makin membuat 
konlpteks inti tusi pemerintahan, penanganan langsung juga kurang sejalan dengan 
semangat debirokratisasi. Oleh karetla itu, apabila institusi ekonon~i nlurni yaitu , ! 

dunia usaha dengin mot ivasi utanlanyn tnencari keuntungm t idrtk sesuai dengai~ . a  

kebutuhan pengelo1a.m kawasan surnber daya dam. maka jalan tengahnya adalah 
pengelolaan kawasan sumber daya alam di laksanakan oleh lembago negara non 
eselon. 

Dengnn terselenggaranya pengelolaan kawasan sum her daya alam yang 
i profesional dan bertanggimgjawab. maka peluang usaha bukan hanya terbuka 

..' a.1 
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1 W i n  lebar, tetapi juga akan lebib terjamin keberlanjutmrlya. Obyek usaha 
sumkr daya alam a d d 9  seluruh hssil. baik h d a  hayati. nonhayati, maupun 

$i jaw, yang berm1 dari surnber daya alam. Ragam komoditas dan mang lingkup ! i r d  
usaha tersebut dikondisikan aleh pengelolaan k a w w  w b e r  daya alam yang 

; d i w a n  Badan Pcngelola Kawasan maupun Badan Pmgclola Sub Kawasan. 
I lhnia mha ,  baik koperasi usaha kecil, mtxrengah dm usaha trdisional serta 

uaaha krskala besar dibuka kesempatm sebesar-bmya untuk krpartisipasi. 
Usmrha yang dimaksud m e m w  suatu sistern usaha produksi, u s h  jasa, usaha 
p m ,  usaha industri, maupun usaha-usahw pendukungn ya. 
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Pembahasan dan Input bagi 
Studi Dinamika Kebijakan Kehutanan di Nusa 'Tenggara: 

Peluang dan ~ a n t a n ~ a n '  

Hariadi Kartodihard-jo 

Ol-&$iw ini mgat pentiag, terutam untuk ciga hal. Periomat dapat menjawab 
yang d a n g  krjh di tingkat kabupaten d d m  pngelotam hutan, 

-&ma ditinjau dari psrkembangan peraturan ,d& (perda) yang 
pmbuateznnya dilakukan am inisiatif muiti pihwlc (tujuaa i). Keduu, dapat 
mnjawab menarm prohs-proses ymg telah berjalan s e b a  ini bdum dapt 
hmujudkm iangkah opemiom1 yang eftkcif (tujum ii, iii. iv) . Kefku, 
g & j m  yang dapat dhinbil dafi penjelasan p e i t m ~  dan kedurt, teruhma 
rairtuk mmmtukm Ian* ridak dari apa yang sdmg bejdan di tempat studi 
hi dilakukan dm peng&uan bagi kegiatan serupa di tempat lain (tujuan v 
dm vi). 

@.Studi ini blah mmdmkripsikan kdgq hiil di etas. Yang kiranya dapat 
&l&m untuk me-jam i n f o m i  dari hasil sbdi i~ adalah memperkuat 
adisisnya* 

M&up m m k m  ini I&ih melihat subtansi yang dianggap penting untuk dapat 
" h g b p  dari hasil studi hi dm tidak rnernkri mwukan terhadap krangka isi 

maupun Iresalahm kdWsusumcr kalimat yang ditemui. 

@I. m a  m u m  unxuk mengamhkan perilaku pelaku-pelaku di bidang kehutanan 
&pt d i l w k w h  mlalui empal aspek, yaitu: I/ .  pendeltatan hukum (penturn), 
21. m e k m h t  p w r  temasuk insentif, 3J. meninghtkan kernmpwn 
menjalmbn sesuatu ylng ,diperlukan, dm 41. memperkuat nilai-nilai yang 
teI& ada atau membszngun oilai h sebilgai landasan iangkah tindak. Ini 
ajalan c h g m  refmnsi dari Pretty (1990) yang diungkap &lam studi ini p a l  
1 58). Pengembangan kwbijakan [sbagai "mep" unh& mmgoba ti "penyaki t ") 
lperlu mmpecfmtikan keempat aspek di atas. Perat- hanya saiah satu yang 
diperlukan. D b p i n g  ih, dalam pembuatan dm implemwrtasi kebijakan 
8diperlukan in formasi dan pengetahurn un tuk meny sun bungkm pngertim, 

' I 

'I ' 



pmikiran. diskursus. dari berbsgai pihak dalarn pembuatan dm implementasi 
Wijakm, sehingga terbmgun argumcn yang kuat Qan pihak-pihak mempunyai 
pgertian mendalm tentang argumen tersebut. Dalam konteks ini diperlukan 
pula mekanisme transaksi yang memerlukan leverage, wolktu. momentum. 

I- 
tek- termasuk kejadian-kejadian (rnungkin juga tragedi) yang diangkat ke 

- pmnukaan scbagai d a m  transaksi. 

. ' . 02. S e a m  umum lingkup "Pengembangan dm lmplementasi Kebijakan" dalam 
bjian ini adalah evaluasi pembuatan Perda dan implementasinya. Dengan kata 
lain, lebih berfokus pstda pendekatan hukum. Dengan dernikian, meski pun 
terdapat bcberapa re komendasi yang menyangkut keterbukaan, komitmen, 
birokrasi, namun belum didasarkan pada penjelasan menddam terhadap soal- 
swl terakhir itu. Untuk seluruh lokasi (kabupaten) &lam studi ini perlu 
dimmpaikan secara smsi fi k aDa masalah ~okok yang berkaitan dengan 
keempat asp& di atiis (butir 01). Apabila sudah ditetapkan masing-masing 

! masalah pokoknya, dapat di telaah lebih jauh, apakah masalah pokok tersebut 
s e a m  konseptual dapnt diselesaikan oleh Perda yang ada. Atau, apakah isi 
Pa& mencakup masalah-rnasalah pokok yam telah ditehpkan. 

03. Yang disebut sebagai faktar ".ghoi blpolit ik" (ha1 5 7 )  perlu dijadi kan faktor 
penting yang dapat dideskripsikan dalarn studi ini. Pol icy narrative dan 
diskursus (Rebeca Sutton, 1999 - paper pernah saya sampaikan), menjadi salah 
saiu rujukan untuk meneropong soal-soal ini. Dalam paridangan Sutton 

., tembut, bisa jadi sebagian pcnggiat kebijakan termasuk ke dalam epistemic 
I eornmuni& - yaitu kelompok dari luar pernerintaldpernda sebagai pembawa 

pengaruh, yang dapa t mempun yai hu bungan erat (di kabupaten terten tu) atau 
tidak (di kabupaten laidNTT). Yang perlu disampaikan adalah: baik untuk 
yang rnempnyai hubungan erat maupun tidak, bagaimana transaksi-traksaksi 
ymg seiama hi berjalan. Untuk bahm pembelajaran dapat dikemukakan 
mengapa hubungmnya kuat dan rnengapa lemah. Transaksi antara pemda dan 
kelompok episfemic communiry - untuk pengel~bangan dm implementasi 

I kebijakan - dapat diarahkm pada tingkat adopsi pemikiran-pemikimn pokok 
yang diperjuangkan untuk kepentingan rnasyarakat adat dan Iokal lainnya oleh 
Pemda. Pengetahuan mengenai transaksi ini berguna untuk menjelaskan 
mengapa meskipun sudah ada Perda tetrrpi tetap tidak mendorong terjadinya 
perubahan di lapangan. Adanya Perda barn sebenarnya membentuk nilai-ni1ai 
baru, y ang perlu dievaiuasi keberadaannya. 

04, Sejauh ini, pada umumnya. pengembmgnn/pembuatm kebijakan eval uasinya 
dipiahkan dengan irnplementasi kebijakan. Para analis kebijakan pa& 



umumya memberi alasan-alasan secara terpisab untuk mengevaluasi 
kcdumya, seolah-olah antara pembuatan dart implementasi kebijakan tidak 
biiehitan satu dengan Iainnya. Pelaksanaan evaluasi dernikian itu mempunyai 
dm kelernahan. Perramu, suatu implementasi tidak hanya tergankrng adanya 
pturadhukum, tetapi j u g  ada faktor lain (empat as@ dalam butir 01). 

, Yang tidak disebut biasanya adalah apakah dalam pembuatan kebQakan juga 
: mempertirnbangkan aspek-aspsk lain tersebut. Kedua. kelernahan 

implernentetsi dapat d ijelaskan oleh isi ke bijakan itu sendiri. Biasanya, secara 
eksplisit atau implisit, pelaksanaan suatu kebijakan mempunyai hambatan yang 
per111 diselesaikan sebagai prasyarat atau pendukung. Apabila kegiatan ini tidak 
dilahanakan, maka kebijakan tidstk akan berjalan. 

Sutton (1999) memberi istilab pintu dnrurat (escape hu~ches) ynng 
menyebabkan pemisahrlxi amu dikotomi antara pembuatan dan impleme~tasi 
kebij &an. Fern buat kebijakan cenderung rnelernpar persoalm implernentasi 
kepada pihak lain - sebagai upaya "melarikan dirj". padaha1 kelemahan 
implernentasi kebijakan juga disebabka oleh isi maupun proses pembuatan 
kebijakan. Dalam studi ini nkan sangat baik apabila dikemukakan secara 
ckspiisit, apa kelemahm pembuatan kebijakan (isi dan proses) yang 
menyebabkan lemah dalam implementasinya. 1 nformasi ini sangat berguna 
h g i  semua pihak yang sedang berinisiati f dalam pembuatan kebijakan. 

Pandangan "Pusat" 

05. Uutuk mernberi *'mi'' lebih tajam atas hasil wawancara dengan "pusat" (ha1 
138 - 145) dapat disarikan: pandangan pusat ( tdk masalah sepanjang sesuai 
p rWan)  - pandangan kabupaten - pandangan UPT - pandangan DPRD. 
Dengan adanya berbagai rnasalah ysng ada di daerahllapangan, mungkin dapat 
dihi lkan pokok-pokok yang menjadi perhatian "pusat'* bagaimana perUUan 
yang ada s a t  ini (sernestinya) dijalankan. Isu yang dapat diangkwt antara lain 
bahwa persoalan lemahnya lembaga masyarakat adalah juga menjadi 
~ggungiawab pemerintahlpemda. Maka program penguatan l em bago 
msyarakilt oteh pernerintahlpemda perlu ada dan disinkronkan dengan 
aktivi tas yang ada di lapangan. 

Kmiskinan daa Kerusakan Hutan 

06. Tidak rnudah untuk menyatakan bahwa kemiskinan sebagai penyebab 
kerusakan hutan (ha1 1 471, karena kemiskinan dapat menjadi independent atau 
dependent variable. Pernasalahan ke bij akan pem bangunan merupakan akar 
penyebab kemsa kan ekosistetn {sumberdaya alam dan Iingkungan hidup) 



sehingga menimbulkan krisis ekologi. Pada gi 1 iranny a, krisis ekologi berrnuara 

I pnda tiga ha1 utama: kelangkaan sumberdaya. bencana Iokal dan pern bangunan, 
I serta konflik' wilayah hidup - keliganya bisa berkaitan atau terjadi secara 

terpisah. Bencana (banjir dan longsor. misalnya) dan konfl i k wilaya h hidup 
I 
I biasanya menimbulkan kerusakan ekosistem lebih jauh, sehingga 

memperburuk krisis ekologi yang ada. Demikim puIa seterusnya, Dalam 
diskursus tentanp kegagalan kebijakan pembangunan dikenal ist ilah "siklus 
rnelingkar akumulasi masalah yang terus berputai' untuk menggambarkan 
kaitan kerniskinan struktural dan kerusakan sumberdaya alam. Siklus tersebut 
disaj ikan pada Gr m bar 1. 

I 
KETERBATASAN 

SUMBERDAYA 
ALAM BAG1 

I MASYARAKAT 
KEBIJAKAN + PEMAMFAATAN 

PEMERINTAH MASYARAKAT SVMBERDAYA I' MISKIN 
ALAM I 

Sebaginn besrrr mmlael I 
sumberdaya alam ke luur I 

&tern ekonoml, soda/ dun I IIngRungan masyemkat , ALAM 

I 

Gambar 1.  Siklus Melingkar kkumulasi Masalah 

Peran Partisipasi Para Yihak 

07. Daiarn ha1 bagi hasil ynng timpang (ha1 40) atau siste~n bagi hasil ymg 
menjadi kepentingan inasyarakat t idak diakomodir (ha1 1 59) dalaln Perda No 
1012003, perlu ditegaskan apakah ini akibat dari lemahnya proses partisipasi 
para pihak (ha1 159) atau akibat manufer politik di DPRD (ha1 40). Apabila 
yang telah berialan seIama ini, proses part isi pasi para pihak ~nerupakan 
konsolidasi satu front terten trr tanpa menyertakuri atau sounding dengan tokoh- 
tokoh DPRD, maka manufer politik di DPRO lidak akan terdeteksi. Dari sini 
dapat terlihat bahwa proses part isipmi para pi hak untuk tingkat tertentu adalah 
proses pol i t i k. Adalah suatu kenyataan bohww DPRD (dan pernerintah!pemda) 



mempun yai kepent ingan terten tu, yang tidak boleh Ranya disesal kan. Karena 
r 

ha1 demikian ini adalan suatu kenyataan. mnka pengalaman demikian ini 
I _- sangat penting dan perlu sampai kepada masyarakat peserta dan pihak-pihak 
.i+ - pada umurnnya. Bukan hanya soal kalah-menangnya, tetapi juga sebagai 
. . pendidikan palit ik yang mungkin dapat membmgkitkan sernnngat 

Bworganisasi. Apakah tidak aktifnya Farurn yang telah terbentuk diaki batkan 
oleh lemahnya kesadaran politik ini, atau ada hat lain yang lebih mendasar? 

' -  Penutup 

08.Ringkasan diperlukan dalam laporan ini. Uisarankan substansi ringkasan 
diperoleh dari sub bab 4 -5 (ha1 146 - 162) yang diringkas dan ditajamkan. 

000 

' Pqwdisampaikan pada Diskusi di Matstan1 tanggal 14 Nopember 2006 


